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tersebut perlu dlkaji untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan yang dljumpai d. 
faktor-faktor penentu keberhasilannya. 

Diamond (2005) telah menelaah kegagalan dan keberhasilan kehdupan suk 
bangsa, perusahaan, dalam melakukan pengelolaan sumberdaya dam di beberapa nega 
Salah satu pelajaran yang dapat ditarik adalah pentingnya mengubah orientasi kebijak 
secara mendasar untuk menghindari masalah-masalah besar yang dihadapi, khususn 
akibat kerusakan sumberdaya dam. 

Perubahan orientasi kebijakan dapat ddakukan hanya apabila suatu fenome 
tertentu yang dihadapi dapat dlfahami dari berbagai sudut pandang secara komprehens 
Disamping itu, perubahan nilai-nilai (values) yang dlgunakan juga mempunyai per 
penting. Sebagaimana dikatakan Peters (2000) bahwa "institution must become institubor 
Seringkali upaya perubahan kelembagaan dalam hal ini adalah aturan main d 
instrumennya tidak dukuti oleh pembaruan landasan filosofi dan kerangka pikir ya 
digunakan. Akibatnya peraturan bertambah, lembaga bertambah, nama lemba 
seringkali dlubah, tetapi tipe kebijakan yang dijalankan tidak berubah, sehingga tidakpr 
mengubah kinerja di lapangan. Untuk hal itu Seiznick (1957) dalam Peters (20C 
rnengatakan7'institutionali~ation involves infusing a structure with value". 

Dalam analisisnya terhadap kegagalan belajar berbagai bangsa, Diamond (20C 
menyebutkan bahwa kegagalan tersebut akibat lemahnya para pengambil keputus 
memahami adanya kondisi sosial yang kompleks (complex societies). Ciri complex socie, 
antara lain: keputusan yang terpusat, ahan  informasi yang tinggi, koordinasi yang ting 
instruksi oleh kewenangan formal, dan pemusatan sumberdaya. Adanya complex sobe, 
tanpa dlsertai adanya kemampuan kelembagaan untuk mengatasinya, menurut Diamor 
hampir selalu berakhir dengan kegagalan. 

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kemampuan kelembagaan perlu diupayak 
untuk menunjang pengelolaan sumberdaya hutan, khususnya dalam bidang rehabilit 
hutan dan lahan. Namun demikian, kelembagaan yang dapat menjarnin faktor penti 
yang dapat menentukan keberhasilan, seperti kepastian hak atas hutan, s e ~ g k a h  tid 
mencukupi untuk memastikan pengelolaan hutan dalam jangka panjang. Karena h 
dapat dinafikan oleh adanya akses yang dapat dlwujudkan akibat hubungan-hubung 
sosial-politik tertentu (Rtbot dan Peluso, 2003). 

B. Tujuan 

Dengan pandangan Diamond serta Ribot dan Peluso tersebut, stud1 tel 
ddakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah kelembagaan dal; 
pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan p) serta perubahan orientasi kebijakan ya 
semestinya dapat ddakukan, dan hasilnya disajikan dalam tulisan ini. 

Ribot dan Peluso (2003) rnenawarkan konsep akses sebagai suatu kemampuan (ab~bp) untuk mendapatl 
rnanfaat dari sesuatu, yang dibedakan dengan rnendapadcan manfaat yang diperoleh dari adanya hak Ipropeg rig, 
Hak rnerupakan klairn terhadap sumberdaya yang mana klaim tersebut dapat ditegakkan dan didukung c 
masyarakat dan negara melalui hukum atau konvensi. Mernpunyai akses berarti rnernpunyai kernampuan un 
rnendapatkan rnanfaat dari suatu surnberdaya tertentu yang dapat dilakukan karena adanya kekuasaan untuk 
Kekuasaan yang dimaksud dapat terwujud melalui berbagai bentuk mekanisrne, proses, rnaupun hubungan-hubq 
sosial, sehingga akan terdapat kumpulan dan j a ~ g a n  kekuasaan (bundle and rveb of power) yang rnemungkin 
seseorang atau lembaga rnernpunyai kernarnpuan untuk rnernpengaruhi praktek-praktek implernentasi kebijah 
lapangan. Berbeda dengan hak, yang rnempunyai kejelasan sangsi atas pelanggaran yang dilakukan, akses sering 
dapat terbebas dari adanya sangsi-sangsi tersebut. 



11. KERANGKA PENDEKATAN 

Studl ini dtawali dengan menelaah dua kasus' upaya pelaksanaan RHL, bentuk 
transaksi, efektivitas koordinasi serta langkah-langkah yang sudah diambil oleh 
pemerintah maupun pemerintah daerah melalui berbagai bentuk kebijakan baru maupun 
kegiatan yang telah dilakukan. Terhadap upaya, kebijakan dan langkah-langkah tersebut 
ditelaah efektivitas kebijakan yang dtjalankan dengan menggunakan tinjauan proses 
perumusan kebijakan oleh Sutton (1999), yang mencakup tiga pendekatan, yaitu 
pendekatan ilrnu politik/sosiologi, pendekatan antropologi dan pendekatan manajemen. 

Pendekatan ilmu politik/sosiologi dtgunakan untuk menelaah bagaimana 
kebijakan selama ini dirumuskan. Telah menjadt perdebatan panjang bahwa pembuatan 
kebijakan seringkali tidak dtdasarkan pada pendekatan rasional yang linier, melainkan 
lebh tidak beraturan akibat dominasi kepentingan politik, suhtnya mengubah keyakinan 
di masa lalu, serta berbagai hambatan struktural di dalam birokrasi (Sutton, 1999; 
Diamond, 2005). 

Pendekatan antropologi dalam pembuatan kebijakan difokuskan pada 
pengembangan narasi kebijakan (poliy narrative) dan dtskursus (dircorrrce)' mengenai 
fenomena yang sedang dibicarakan (Sutton, 1999), yang seringkali menjadt hambatan 
melakukan pembaruan kebijakan. Sedangkan pendekatan manajemen lebh diarahkan 
untuk mengetahui hambatan pembaruan kebijakan akibat kondisi birokrasi, 
kepernimpinan maupun kekuasaan dari luar birokrasi yang turut serta mempengaruhi 
pembuatan kebijakan. 

Untuk menelaah berbagai bentuk upaya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, 
bentuk transaksi, efektivitas koordmasi serta langkah-langkah yang sudah dtambil oleh 
pemerintah maupun pemerintah daerah dtkumpulkan sejurnlah hasil penelidan 
sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan tinjauan terhadap proses pembuatan kebijakan 
ddakukan pengamatan langsung maupun pustaka. 

111. K A P A S I T A S  J<ELEMBAGAAN 

Berikut ini diutarakan ringkasan upaya pelaksanaan RHL. Pertama, kajian terhadap 
pelaksanaan RHL dari dana reboisasi (DR) yang menjadi bagian daerah, yang dtlakukan di 
Propinsi Riau dan kajian pembentukan kelembagaan proyek Pembangunan Model Unit 
Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM). 

k Pelaksanaan RHL di Kau5 

Stud ini dilaksanakan dengan membatasi lingkupnya terhadap pelaksanaan 
penerirnaan dan penggunaan DR bagi daerah Propinsi Riau, yang besarannya ditetapkan 

' Studi selengkapnyadilakukan terhadap lima kasus. Namun untuk keperluan publikasiini hanya diuraikan dua kasus 
' Narasi kebijakan adalah kejadian yang dianggap selesai dan menjadi keyakman. Di dalamnya terdapat ideologi, 
pengetahuan dan pengertian yang sudah tertanam. Narasi kebijakan dapat berupa konsep yang dipergunakan untuk 
mengungkap sesuatu kejadian, situasi atau kondisi. Sedangkan diskursus merupakan cara pikir dan cara memberikan 
argumen yang dilakukan dari penamaan dan pengistilahan terhadap sesuatu yang dapat merupakan cerminan dari 
kepen~gan tertentu (politik). Keduanya, baik narasi maupun diskursus, hampir serupa, yang dapat menjadi alat 



sebesar 40% sesuai dengan PP No 35/2002 tentang Dana Reboisasi. Evaluasi terhadap 
pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian penerimaan dan penggunaan DR 
tersebut dirnaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan 
perencanaan, pembinaan dan pengendalian penerimaan dan penggunaan dana reboisasi 
bagian daerah. 

Selama periode 2001 - 2005,ll  kabupaten/kota dl Propinsi Riau menerima DR 
sejumlah Rp 431,s rnilyar. Dalam periode yang sama telah dlrealisasikan untuk kegntan 
RHL sebesar Rp 204,3 milyar atau sebesar 47%. Realisasi biaya RHL tersebut sampai 
dengan tahun 2005 mencakup luas RHL dl dalam maupun dl luar kawasan hutan seluas 
38.599 Ha atau 1,78% dari luas lahan kritis dl Propinsi Riau. Dalam kondisi demiluan, 5 
dari 11 kabupaten/kota di Riau mengalami permasalahan hukum. 

Berdasarkan hasil survai lapangan yang telah ddakukan dapat ditunjukkan bahwa 
masalah pelaksanaan RHL - DAK DR kabupaten/kota Propinsi Riau mencakup seluruh 
aspek perencanaan, pembinaan, prasyarat pengelolaan hutan dan keuangan. Untuk 
seluruh aspek tersebut, masalah yang terdapat di seluruh kabupaten/kota meliputi: 
ketersedlaan data dan informasi, keterbatasan waktu pembuatan rancangan, lemahnya 
peran Tim Pengawasan dan Pengendalian, lemahnya sosialisasi, rendahnya kepastian 
kawasan hutan, satuan harga yang tidak sesuai, serta rendahnya dana pendamping. Realim 
tersebut dapat dtlihat dalam Tabel 1. 

Kajian lain yang telah ddakukan oleh PERSAKI (2006) menguatkan temuan- 
temuan dl atas. Dikatakan bahwa masalah terdapat dihampir seluruh tahapan pelaksanaan 
program, dan kondisi demikian itu dlsebabkan oleh: 
1. Pembangunan hutan direduksi menjadl penanaman pohon, sehingga aspek-aspeli 

kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik menjadl faktor eksogen. Secara tekni! 
kehutanan dapat dikatakan bahwa penanaman pohon dilakukan tanpr 
mempertirnbangkan pengelolaan hutan yang mampu mempertahankan pertumbuhar 
pohon tersebut. Selain itu seperti ada asumsi bahwa dl lapangan tidak dijumpai klain 
atas kawasan hutan negara; 

2. Tidak adanya pembaruan dalam sistem penganggaran. Hal dermlclan ini menjad 
pokok persoalan karena sistem yang berjalan tidak sejalan dengan pilihan-phha~ 
terbaik yang ddakukan bagi para pelaksana & lapangan; 

3. Perubahan sosial dlanggap dapat berjalan dengan sendlrinya. Demikian pula lemahny 
arus informasi dan rendahnya kemampuan lembaga pelaksana di lapangan tidal 
mendapat prioritas penanganan yangcukup. 

Departemen Kehutanan bekerja sama dengan beberapa fihak sejak tahun 2002 hingg 
saat ini rnernbangun penanaman jenis Meranti (Shorea @) masing-masing seluas 15.000 Ha da~ 
rnengembangkan kelembagaan pengelolaamya di lokasi-lokasi berikut: 
1. Di areal kerja FT INHUTANI Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. 
2. Di areal kerja IT Inhutani 11, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. 
3. Di sebqan areal kerja PT ITCI, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. 
4. Seluas 15.000 ha di sebagian areal kerja PT Inhutani 11, Kabupaten Kota Baru, Kalimanta 

Selatan. 

Kecuali disebutkan lain, telaah ini diringkas dari Fahutan IPB (2005). 
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Belum terbangunnya wujud riil lembaga pengelolaan hutan (KPH) di lapangan 
khususnya di luar I? Jawa, sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan menjadt salah san 
masalah mendasar yang berakibat belum dapat tercapainya tujuan pengelolaan hutan yanj 
telah ditetapkan, yaitu hutan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Guna mendukunl 
percepatan pembangunan KPH khususnya dt kawasan hutan produksi, perlu adany: 
komitmen dari semua pihak untuk mengkonvergensikan kegiatan pembanguna 
kehutanan ke dalam wilayah pengelolaan KPH yang akan dibangun. Hal demikian in 
sangat diperlukan mengingat untuk mewujudkan kepastian usaha dalam jangka panjanj 
tidak dapat dicapai hanya melalui satu program tertentu, melainkan diperlukan segenal 
program yang saling bersinergi. Dalam Tabel 2, untuk kondisi ke-empat PMUMHN 
dapat dtketahui pentingnya konvergensi kegiatan-tersebut. 

Tabel 2. Perbedaan karakteristik lokasi PMUMHM 

Keteringan (Remath): C&I = Kriteria dan indikator (Criteria and indicator) 
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Di dalarn program Departernen Kehutanan tersebut pengernbangan kelembagaar 
pengelolaan hutan akan dilaksanakan sarnpai dengan tahun 2008, dan diharapkan di akhi 
tahun 2008 kelernbagaan tersebut sudah akan terbentuk. Harnbatan yang dapat d d h a  
sejak dua tahun pelaksanaan pengernbangan kelernbagaan ini adalah: 
1. Masih terdapat persoalan rnendasar pengelolaan hutan yaitu adanya klaim dan konfii 

terhadap kawasan hutan negara. Klairn dan konflik tersebut bukan hanya ole1 
rnasyarakat lokal rnelainkan juga oleh pernerintah daerah yang rnenggunakan kawasm 
hutan untuk kepentingan pernbangunan non kehutanan; 

2. Orientasi kebijakan kehutanan daerah rnasih tertuju pada adrninistrisi komodlti hasi 
hutan terutarna kayu, d m  belurn rnelakukan adminisuasi pengelolaan kawasan hutm 

3. Program dan kegiatan pernbangunan kehutanan, baik yang dilakukan pernerintal 
rnaupun pernerintah daerah, mash bersifat parsial, sehingga program dan kegiatiu 
yang satu belum atau tidak rnenjunjang program dan kegiatan yang lain. 

C. Kapasitas Kelembagaan 

Sistern ekonomi terdiri dari tiga komponen yang saling rnempengaruhi satu sam: 
lain yaitu kondlsi lingkungan, respon dan reaksi pelaku-pelaku ekonomi terhadap kondis 
lingkungan tersebut, dan kinerja ekonomi yang diakibatkamya (Shaffer, 1980). Bentul 
kesernpatan yang tersela (opportunig sets) dalam lingkungan yang dlrnaksud Shaffe 
tersebut, rnenurut pandangan North (1991), tergantung dari aturan main, baik yanl 
bersifat formal seperti peraturan pernerintah, rnaupun informal seperti kebiasaan, adat 
dan lain lain. Menurut Schmid (1987, North (1991), dan Barzel (1991) aturan mab 
tersebut rnerupakan bentuk kelernbagaan yang rnenentukan keterkaitan dar 
ketergantungan antar inlvidu atau kelompok rnasyarakat yang terlibat. Irnplikasi bentul 
kelernbagaan tersebut menurut Schmid (1987) rnengakibatkan 'siapa mendapatkan apa 
dalarn suatu sistern ekonomi tertentu. 

mernbentuk kelembagaan yang efektif untuk rnernbangun kernbah surnberdaya 
yang telah rusak. Respon rnasyarakat terhadap kelernbagaan berakibat fatal, dala 
tidak dapat rnenjalankan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kesempatan y 
tersedia dlrespon oleh rnasyarakat dengan rnenjalankan tindakan yang tidak 

terkendala oleh peraturan rnaupun batasan tugas dan fungsi lernbaga kehutanan. U 
mernaharni lebih jauh mengapa terbentuk kelembagaan pengelolaan hutan se 
dernikian itu, berikut ditelaah berdasarkan pendekatan proses perumusan kebija 





dengan hak, pang mempunyai kejelasan sanksi atas pelanggaran yang ddakukan, aksc 
seringkali dapat terbebas dari adanya sanksi-sanksi tersebut (R~bot dan Peluso, 2003). 

Rasionalitas hukum positif semata, dengan demikian, bukan hanya membata 
tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga membatasi inovasi pemecahan masalah, ata 
bahkan mengakibatkan kekeliruan dalam mendefdsikan masalah itu sen&. Situa 
demikian itu seperti akan tetap demikian dalam jangka panjang. Apalagi bila organisas 
dalam hal ini organisasi-organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, dikategorika 
sebagai mesin, kultur dan penjarapsikis (Morgan, 1986 dalam Parsons, 2005). 

Implikasi dari adanya kondisi di atas, maka dalam suatu perubahan kebijakz 
bukan hanya diperlukan kajian yang dapat menghasillcan usulan-usulan kebijaka 
melainkan kajian yang dapat mengungkap- hambatan-hambantan dalam pros 
pembuatan suatu kebijakan. 

Apabila dua kasus yang diuraikan di atas dapat menggambarkan fenomer 
pelaksanaan program RHL di Indonesia, maka dalam penetapkan kebijakan kehutan; 
yang semestinya menjadi perhatian adalah masalah kelembagaan. Termasuk ch dalamn; 
mencakup analisis aktor yang berkependngan dalam pembuatan kebijakan, pengem 
dan pengetahuan yang dgunakan, informasi yang terseda, maupun proses pembuat; 
kebijakan itu sendiri. Dengan dermkian masalah kebijakan mempunyai lingkup lebih lu 
dan tidak sekedar pengetahuan teknis mengenai obyek yang diatur. Kebijakan juga rid; 
dapat chartikan sebatas peraturan-perundangan, melainkan solusi atas masalah yar 
terjadi di lapangan. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai masalah menjadi sang 
penting dalam pembuatan kebijakan. Sebagaimana dikatakan Ackoff (1974) yang dikut 
Dunn (2000): 

Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi ya 
tepat terbadap masalabyangjuga tepat. Kifa lebih sennggagal karena kita memecabkan s u ~  
masalab yang salah danipada menemukan sobsi yang sahb terhadap masaL 

yang tepat. 
Dari dua kasus di atas, jelas bahwa masalah-masalah kelembagaan dan politik loE 

belum menjadi bagian dari masalah kehutanan. Konchsi seperti itu disebabkan oleh: 
1. Pendekatan dalam penyusunan kebijakan kehutanan hampir selalu berangkat d' 

sisi fisik kayu, hutan, dan material lainnpa, sebaliknya kurang memperhatikan suby 
yang chatur, seperti swasta, indlvidu, kelompok masyarakat, beserta kepentingan d 
kemampuamya; 

2. Peraturan-perundangan menjadi instrumen yang dominan bahkan tunggal. Padal 
banyak hal dapat diselesaikan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam kair 
ini juga terdapat pandangan yang kuat, bahwa peraturan secara otomatis dapat tern 
pada penyelesaian masalah, sementara kondisi di lapangan mempunyai ban: 
faktor yang dipertimbangkan oleh para pelaksana dalam mengambil keputusan y: 
dijalankannya. 

3. Kedua hal tersebut terjadi akibat adanyapolig narratiuedan disco~rce yang telah menj 
conventional wisdom dan tidak sejalan dengan masalah yang dhadapi dal 
pembangunan kehutanan, khususnya dalam pelaksanaan RHL. 
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C. Implikasi Terhadap Program Prioritas 

Departernen Kehutanan telah rnencanangkan program prioritas dalarn 
pernbangunan kehutanan. Saat ini, obyek yang dituju dalarn program prioritas tersebut 
mencakup pernberantasan illegal logging rehabilitasi hutan dan lahan, revitahsasi industri 
kehutanan, pemberdayaan rnasyarakat dan pernantapan kawasan hutan (DepHut, 2006). 
Merujuk pokok-pokok pembahasan di atas, dua aspek yang perlu ditelaah adalah rnasalah 
apa yang akan dipecahkan oleh setiap program prioritas dan bagairnana bentuk 
peningkatan kelernbagaan untuk menjalankannya. Kedua aspek tersebut sernestinya 
rnenjadi landasan kebijakan pelaksanaan program prioritas tersebut. 

Kenyataan rnenunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut tetap 
menggunakan kapasitas kelernbagaan yang ada, sehingga masalah pokok yang dhadapi 
tidak terpecahkan oleh berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi terhadap 
pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di atas menunjukkan ha1 dernikian. Dalarn kaitan 
ini, penetapan target dan waktu pencapaian program perlu ditinjau secara kritis. 

Departernen Kehutanan dan pernerintah pada urnurnnya senantiasa rnenetapkan 
target pernbangunan berdasarkan kondisi fisik dan ketersediaan anggaran. 
Mempersiapkan kelernbagaan yang rnarnpu rnenjalankan program senantiasa dianggap 
mernperlarnbat capaian program. Belajar dari kegagalan di rnasa lalu, dalarn pencanangan 
program reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1980an juga dengan sernangat kecepatan 
dan anggaran, dan terbukti tidak rnernbawa hasil. Oleh karena itu, upaya peningkatan 
kapasitas kelernbagaan sebagai syarat berjalannya suatu program prioritas menjadi suatu 
keniscayaan. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari stud dua kasus di atas dapat ditunjukkan bahwa baik program kehutanan 
daerah maupun pusat tidak disertai oleh upaya peningkatan kapasitas kelernbagaan. 
Orientasi kebijakan kehutanan secara keseluruhan tertuju kepada forrnulasi rnasalah- 
masalah t e h s ,  sedangkan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dianggap sebagai 
faktor eksogen. Lemahnya penguatan kelembagaan telah terbukti dukuti oleh kegagalan 
implementasi kebijakan untuk rnencapai tujuannya. 

Penyebar-luasan inforrnasi dan pernbahasan rnendalarn terhadap rnasalah 
kebijakan kehutanan disarankan terus-menerus dilakukan sebagai upaya perbaikan 
orientasi kebijakan kehutanan, karena hambatan orientasi pembaruan kebijakan 
bersumber dari narasi kebijakan dan diskusus yang telah rnelekat dalam keyakinan para 
pengambil keputusan. Argumen dermkian itu sekahgus rnenjawab pertanyaan rnengapa 
studi dan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan RHL selarna ini tidak diadopsi sebagai 
dasar pembaruan kebijakan. Proses pernbuatan kebijakan kehutanan yang dllakukan 
secara terbuka diperkirakan dapat rnembantu upaya tersebut. 
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